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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian

bahwa:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan
peizinan berusaha di daerah setelah diundangkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat beberapa
kewenangan dari Pemerintah Daerah khususnya dalam hal
perizinan berusaha yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat. Seperti yang terjadi dalam beberapa sektor yang telah
disampaikan oleh penulis dan juga narasumber saat wawancara
yang dilakukan dalam penelitian ini. Perubahan kewenangan
tersebut dilakukan Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses
perizinan berusaha sehingga tujuan untuk menciptakan iklim
investasi yang baik dapat tercapai, namun disatu sisi kewenangan
Pemerintah Daerah menjadi berkurangan dalam hal memberikan
pelayanan perizinan berusaha yang tentu juga akan berdampak
pada hak otonomi daerah yang dimiliki setiap daerah sesuai dengan
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2. Ditemukan adanya kendala yang terjadi dalam pelayanan perizinan
berusaha di daerah sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu kendala yang
diahadapi oleh Pemerintah Daerah yaitu terkait dengan kewajiban
persyaratan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
untuk melakukan pengawasan, namun hingga saat ini Pemerintah
Daerah tidak diberikan data lengkap pelaku usaha khusunya dalam
izin usaha dengan tingkat risiko rendah khususnya di tingkat
Kabupaten/Kota lalu mengenai prasyarat dasar yang masih menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan harus
diperbaiki agar Pemerintah Daerah dimudahkan dalam melakukan
pengawasan. Hal ini  tentu akan menyulitkan bagi Pemerintah
Daerah untuk tetap melakukan pengawasan kepada para pelaku
usaha untuk tetap memenuhi persyaratan usaha untuk menjalankan
usaha. Kendala yang terakhir berkaitan dengan pengetahuan yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat terakait
dengan sistem perizinan online sigle submission sehingga perlu
adanya edukasi kembali dalam menjalankan online single

submission.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis

mengajukan saran antara lain:

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk
meninjau atau mengkaji kembali mengenai Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusunya mengenai
perizinan berusaha di daerah serta kewenangan Pemerintah Daerah
setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan otonomi daerah
yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang
cukup bagi Pemerintah Daerah tentu akan memberikan
kesejahteraan kembali kepada daerah dan juga masyarakat yang
terdapat dalam daerah tersebut.

2. Bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk melakukan perbaikan dalam sistem
yang ada pada online single submission khsusnya terkait dengan
data para pelaku usaha untuk melakukan izin berusaha. Dengan
data yang detail dan lengkap akan memudahkan Pemerintah
Daerah untuk melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha
untuk tetap memenuhi kewajiban persyaratan dasar yang harus
dipenuhi dan diharapkan terdapat sanksi yang diberikan serta
batasan waktu yang jelas untuk memenuhi persyaratan dasar

khususnya dalam usaha tingkat risiko rendah sehingga akan
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kembali menudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan

pengawasan.
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